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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan
fungsi Ekosistem Gambut yang rentan dan telah
mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah
perlindungan agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut
dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati,
pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon,
penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap
terjaga;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 30
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut, dalam rangka pengendalian Ekosistem Gambut
diperlukan pedoman pemulihan fungsi Ekosistem

Gambut;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem

Gambut;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5613);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMULIHAN
FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara

alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak



2017, No.338

sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter
atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling
mempengaruhi dalam  membentuk  keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitasnya.

Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut
yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai
dan laut, dan/atau pada rawa.

Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut
yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah
sekitarnya, sehingga  secara alami mempunyai
kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak,
serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur
Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang
mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan
keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan
pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat
melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan
unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang
mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas
Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai
dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi
Ekosistem Gambut.

Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas
yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi
Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan
fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis,
rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Restorasi Hidrologis adalah upaya pemulihan tata air
lahan Gambut untuk menjadikan Ekosistem Gambut
atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi

kembali sebagaimana semula.
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Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan
meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui
penanaman  vegetasi sehingga  produktivitas dan
peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga.

Suksesi Alami adalah pemulihan tanpa adanya campur
tangan manusia.

Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada
Ekosistem Gambut melalui penanaman jenis tanaman
asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain
yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai
ekonomi pada fungsi budidaya.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pembasahan  Kembali Gambut adalah  kegiatan
pembasahan material Gambut yang mengering akibat
aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya muka air
tanah Gambut dengan cara meningkatkan kadar air dan
tinggi muka air tanah Gambut.

Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU
adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain
memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian wusaha,
aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan
sosial ekonomi masyarakat setempat.

Bangunan Air adalah bangunan yang berfungsi untuk
mengendalikan laju aliran air.

Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air
berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang
telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan
permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut

di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.



